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P
ERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 49 TAHUN 207
TENTANG

JAD
PEGAWWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
N~ Al NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
NGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

Meni
mbang .
. a. 3
bahwa dalam rangka tertib penyusutan arsip kepegawalqn, perlU'
aian pegawal Nege"!

d' -

I.at‘ur jangka waktu penyimpanan arsip kepegaw
Sipil dan Pejabat Negara;

b. batha dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersa
Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negarad
02 tahun 2000 _ W
22 tahun 2000 Arsip Kepeg?
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Ne ndang pert
menetapkan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian pegawal Neger!
Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Banyumas dengan Peraturan Bupati.

Nomor -

aian

tentang: Jadwal Retensi
gara, maka dipa

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan.

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indone
Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2964 ) ;
3. Undang - Undang Nomor

Mengingat : 1.

sSla ™=

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
h ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
n Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),
h dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentand Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-
mor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia
han Lembaran Negara Republik

Daera
129, Tambahan Lembara

sebagaimana telah diuba

Undang Nomor 32
menjadi Undang-Undang (
Tahun 2005 Nomor 108, Tamba

indonesia Nomor 4548) ;



Menetapkan :

K

4.y o
Kndang'undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangd Fmkourl 1974
e : i
pegaMIalan ( Lembaran Negara Republlk 'ndoneS|a Taha Nomor
si
43

;\'004”;';" 55, Ta'mbahan Lembaran Negara Republik Indon® Nomo’
TahunSebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang of d
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Qara
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran earan
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan S
. 2:?:;8 Republik Indonesia Nomor 3890 ); : usutan
uran Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentand bl 51,

ATsip ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); ;
6. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dengan Kepala B

. al
Cossovan Negra Nomor - 33-22 288 s "
an pejabat

Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil d

Negara;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2002 tentang

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten
Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004
Nomor 8 SeriD);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian tugas Jabatan dan Tatakerja pada Badan
Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten
Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004

Nomor 5 SeriD ) ; J
e

10.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian tugas Jabatan dan
Tatakerja Unit Pengelolaan Kearsipan pada Badan Penelitian
Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumag
( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor &

SeriD),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
(EPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
Of LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

i
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Dala
m Per,
tllran B
upati i

1 ni

JbadWal Retons; arc yang dimaksud dengan ar5/P

: P € '
esenta jangkq wakp \dalah suatu daftar yang berisi sekurand kurangny® 1= caalt
tu penyimpanannya dan keterangan simpan permanef

& .
tau dinilgj kembali'
nd!

2. Jad
Wal Retensi
nsi Arsi :
rsip Pejabat Negara adalah Jadwal Retensi Arsip meng®
pegaw?!

Perseor,
angan
yang merupakan rekaman perjalanan karief

N
On Pegawaij n
ate”

. egern :
3. Pejabat Ne 9en yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
B gara adalah Peiab o intah Kabup
anyumas yaijt jabat Negara di Lingkungan pemerintd
4, Pegawai Ny itu BUpatl dan Wakil Bupati;

e . . . 1 h
memeny Sgerl Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yand teld
diserahj tugayac:at yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yan perwenand .

s : .
digaji berdas alam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainny@ dan
S. Jadwa| Rete ar.kan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .
arsip Pe ”_S' Arsip Kepegawaian adalah Jadwal Retensi Arsip knust® mengend!
6. Berka gawal Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- s e ! .
N rseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier
ang perseorangan, pegawai di li . .
7. Arsip Dok ' i di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas:
' oKum i : : ,
e entasi Kepegawaian adalah arsip mengenai perjalanan karier pe
erl ya i .
yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yand

gawai

berwenang;
8. D . R .
ata Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier Pegawai Negeri

Sipil yang disusun berdasarkan Arsip Dokumentasi Kepegawaian dari instansi yang

bersangkutan.
Pasal 2
Jadwal Retensi Arsip Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan*'
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3
ang mempunyai jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau

(1) pemusnahan arsip Y
nnya berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah

lebih dalam pelaksanaa

Nomor 34 Tahun 1979.
ebelum ditetapkannya Peraturan ini, prosedur

k arsip-arsip yang tercipta s
annya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik

omor SE/01/1981 tanggal 5 Agustus 1981.

(2) Untu
pemusnah
Indonesia N



Arsip van

m Pasal 4

diperpanjang se

asj :
sih d'pergUnakan d

at
suai k alam pelaksanaan tugas. retensinya dap
ebutuhan setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpina”

Agar setig
P orang ¢ .
Bup 9 dapat Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ati ini dengan
9 Pe€nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal [{ 7 DEC 2007

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Desember Z007
pPit, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

v
H.M, SANTOSO, SH.M,Hum

“Pembina Utama Muda
NIp. 010 183 8392

pupaten Banyumas Nomor 36 Seri E

gerita Daerah Ka

,fa<



JADWAL RETENSI ARSIP » NEGARA

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJA NVU“‘“S
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BA

, AN
JANGKA WAKTU SIMP
INAKTIF

NO JENIS ARSIP ’ AKTIF
a 4

1 2 3
1 t—d IRE aﬁg’ w3 . !ab-",- “ota g tahun angaaran

2 tahun setelah tahun anggaran

2 tahun

<  Penermasn Pegawa 2 tahun

- Pengumyuman
- Seieks Asmrustras:
- Pemangouan Peserta Test
FPeisksanaan Upsn Tenuls
- Kepsusen Hasi Upan
- Wawanzss | Lesus
- Penetanen Tahap Akhy
3 Pengengesan Pegawa
& Usumr Pergengretan CPNS / PNS | ! tahun setelah SK terpn 2 tahun
- Betes immaran drenma | | 7
- Sure renermngan hasil peneltian/screening
- Benves usulan CPNS / PNS

g- 4 * -
B SKKoiend 2 1ahun setelah tahun anggaran 3tah,
L n

Musnah



N s — : E
W - Masuk berkas
perseorangan
a. Diklat / Kursus / Magang / Tugas Belajar / Ujian 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun Musnah
Dinas / Izin Belajar Pegawai
- Surat Perintah / Surat Tugas / Surat Izin
- Laporan Kegiatan
- STTPL
b. Peninjauan Masa Kerja 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun Masuk Berkas ’
Perseorangan
c. DP 3 1 tahun setelah terbit 3 tahun Musnah
d. Penetapan Angka Kredit l 1 tahun anggaran berjalan 2 tahun Masuk Berkas
Perseorangan
e. Disiplin Pegawai 1 tahun anggaran berjalan 2 tahun Musnah
- Daftar Hadir
- Rekap Hadir
- Catatan Pelanggaran
5. | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai ( 1 tahun setelah memperoleh 2 tahun Dinilai Kembali
keputusan tetap
6. J Mutasi Pegawai : ’ T
a. Alih Tugas / Diperbantukan / Dipekerjakan 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun Musnah
i - Usulan
L | - Nota Persetujuan L




I

| d. Cuti lainnya

&1 e T 7 4 .
i ) ot o eyl Musnah ;
b Mutasi Keluarga ( Nikah, Anak, Cerai ) 1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun '
- Surat Nikgh / Cerai
- Akte Kelzhiran Anak ]
pe—— == Musnah |
| ©. Kenaikan Gaji Berkala 2 tahun setelah SK terbit -
¢. Kenzikan Pangkat / Golongan / Jabatan 1 tahun setelah SK terbit . Masuk berkas
perseorangan
e Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan 1 tahun setelah SK terbit ~ 2tahun Masuk berkas
struktural / fungsional persecrangan
Administrasi Pegawai : |
&. Surst Perintzh / Surat Tugas I_S‘Rvﬁéfr}é_lé}—a-n Dinas 1 tahun vseréh_rje]é-Réé_naan 2 tahun Musnah
{ DN dan LN) |
b Dokumentzsi Identitas Pegawai " 1 tahun setelah identitas terbit 2 tahun Musnah
- Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan Bukti Diri/ ,’
NIP j
- Taspen |
- Keznggotaan Organisasi Profesi / Kedinasan !
({ KORPRI, Dharma Wanita, Koperasi, MSI, ;
Arsipans, dll. ) g
- Keznggotzan Parpol / Ormas / LSM |
- KP4/ LP2P | |
| c. Cuti diluar tanggungan negara ; 1 tahun setelah SK terbit 2tahun setelah Masuk berkas
| S ! | Ppelaksanaan | perseorangan
' 1 tahun setelah tahun angig;fiT_ \g te.‘h}i"‘, [ Musnah




> . : //’ 5
4 ,___———/——’——’_d—
il 3 [ = ——
tahun Musnah
8. | Kesejahteraan Pegawai : 1 tahun setelah tahun anggaran 2ta L
o
- Layanan Beras / Pakaian Dinas
- Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
- Layanan Asuransi Pegawai
- Layanan Tabungan Perumahan
- Bantuan Dinas / Layanan Bantuan Sosial
J - Layanan Olahraga dan Rekreasi
9. [ Proses pemberhentian Pegawai / Pensiun 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun Musnah
10. | Keputusan Pemberhentian Pegawai / Pensiun 1 tahun anggaran - Masuk berkas
perseorangan
11. | Perselisihan / sengketa kepegawaian 1 tahun setelah memperoleh 2 tahun setelah hak Dinilai Kembali
keputusan yang bersifat tetap dan kewajibannya
habis L
12. J Pemberian Tanda Jasa / Penghargaan 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun 1 Permanen
L13. / Data Kepegawaian 1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun Musnah
14. | Dokumentasi Kepegawaian 1 tahun setelah pensiun Sampai hak dan Musnah, kecuali

kewajibannya habis

Golongan 1V/d dan
Golongan IV/e
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©

Lamaran
Nota persetujuan Kepala BKN
SK Pengangkatan CPNS
Hasil Pengujian Kesehatan
SK Pengangkatan PNS

SK Kenaikan Pangkat

Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas
Menduduki Jabatan / Surat Pernyataan
Pelantikan

SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhenti-
an dari Jabatan Struktural / Fungsional

ey

2 s

=== 5

P

Musnah, kecuali tokoh

1 tahun setelah berhenti /

SK Perpindahan Wilayah Kerja

SK Perpindahan Antar Instansi

SK Peninjauan Masa Kerja

SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)

. Berita Acara Pemeriksaan

SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin PNS
SK Perbantuan Kepala Daerah Otonom /

Instansi lzin
SK Penarikan Kembali dari Perbantuan

2 tahun setelah hak
dan kewajibannya
habis

nasional atau Pejabat
Eselon | dan Il atau
Pegawai Negeri Sipil
setingkat Golongan
IV/d dan IV/e serta
orang perseorangan
yang terlibat kasus /
peristiwa berskala
nasional, Permanen




2

SK Pemberian Uang Tunggu
SK Pemberhentian sebagai PNS
SK Pemberhentian Sementara
SK Pengangkatan / Pemberhentian sebagai
Pejabat Negara
SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena
diangkat sebagai Pejabat Negara
SK Pernyataan Hilang
. SK Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang
SK Penggantian Nama
SK Pensiun

Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji PNS
dan Jabatan

aa. Surat ijin menjadi anggota Parpol / Ormas /
LSM

bb. Surat Pencabutan ljin Anggota Parpol / Golkar
cc. SK Meninggal Dunia / Hilang

dd. Surat Keterangan Mutasi Keluarga

ee. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan

ff. Penetapan Angka Kredit

gg. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus

hh. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaiji Berkala
i. Surat Tugas / ljin Belajar Dalam/Luar Negeri
ji. Surat ljin Bepergian ke Luar Negeri

c ~ o 0 Qa

N < X g2 <




r

Ka=u Induk PNS
I lazah / Sertfikat
mm SK Penempatan / Penankan Pegawai
nn SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan
Diluar Instansi

Wi

K Persetyjuan / Penugasan Kembali Cuti
Jar Tanggungan Negara

r;) n

18

Berkas Pe~seorangan Pejabat Negara

-
e =

* Budat Szn Wakil Bupat

1 tahun setelah berhenti dari
jabatan

| 2 tahun setelah hak ‘
| dankewajibannya |
habis |

Permanen
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